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BUPATI MUARA ENIM 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM 

NOMOR 54 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  MUARA ENIM, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu 

disusun landasan operasional pelaksanaan perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

   

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851);  

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130 ); 

 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  5887); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);  

 
21. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2017; 
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22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

Milik Pemerintah Daerah; 

 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017; 

 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang  

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

32 Tahun 2011 tentang  Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

 
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

48/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa ; 

 
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih 

Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang 

dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun 2016; 

 
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

43/PMK.07/2017 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 

2017; 

 
29. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan  Nomor 

128/KPTS/BPKAD/2017 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi 

Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017; 
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30. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan  Nomor 

178/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan Alokasi Definitif 

dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera 

Selatan Tahun Anggaran 2016; 

 
31. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan  Nomor 

246/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan 

Gubernur Sumatera Selatan Nomor 325/KPTS/BPKAD/2016 

tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi 

Sumatera  Selatan  Kepada  Pemerintah  Kabupaten / Kota    

Se-Sumatera Selatan untuk Bulan Januari, Februari dan Maret 

2016; 

 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8); 

 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor  11  Tahun 

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 - 2018 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 11); 

 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 

2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 

10); 

 
35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2); 

 
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan 

Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2) 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula 

berjumlah Rp. 2.001.459.204.765,75 bertambah sejumlah Rp. 388.568.624.072.08 

sehingga menjadi Rp. 2.390.027.828.837,83 dengan rincian sebagai berikut : 
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a. Pendapatan    

1. Semula  Rp. 2.239.049.716.549,65 

2. Bertambah /(berkurang) Rp.   177.474.162.081,88 

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.  2.416.523.878.631,53 
 

b. Belanja 

1. Semula         Rp.  2.001.459.204.765,75 

2. Bertambah/(berkurang )    Rp. 388.568.624.072,08 

Jumlah Belanja Setelah Perubahan  Rp.  2.390.027.828.837,83  

Surplus Setelah Perubahan Rp.    26.496.049.793,70 
 

c. Pembiayaan  

1. Penerimaan  

a. Semula    Rp. 33.680.583.159,86 

b. Bertambah/(berkurang)  Rp  81.407.813.329,95 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan   Rp. 115.088.396.489,81 

 
2. Pengeluaran  

a. Semula    Rp. 271.271.094.943,76 

b. Berkurang/(berkurang) Rp    (129.686.648.660,25) 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan  Rp. 141.584.446.283,51 

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan  Rp.  (26.496.049.793.70) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

Setelah Perubahan  Rp. 0,00 

 

Pasal 2 

 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati 

ini.  

Pasal 4 

 

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dirinci lebih lanjut 

dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 5 

 

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial  dirinci lebih 

lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.  

 

Pasal 6 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4  dan Pasal 5 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 7 

 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017  NOMOR 54 

 

SALINAN SESUAI ASLINYA  

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA 

(cap/ttd) 

M. ZULFACHRI ANDRI, SH,.M.H 

Ditetapkan di Muara Enim 
pada tanggal 25 Oktober 2016 
 

BUPATI MUARA ENIM, 
 
(cap/ttd) 
 

MUZAKIR SAI SOHAR 

Diundangkan  di Muara Enim 

pada tanggal 25 Oktober 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUARA ENIM, 
 
(Cap/ttd) 
 

HASANUDIN 


